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Abstraksi 
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak peninggalan warisan 
budaya bawah air. Namun saat ini warisan budaya bawah air yang dimiliki 
Indonesia sedang dalam kondisi terancam. Ancaman tersebut datang dari 
dalam maupun luar negeri. Ancaman dalam negeri berupa ketidakmampuan 
Indonesia dalam melestarikan warisan budaya bawah air yang memiliki arti 
penting bagi sejarah umat manusia. Indonesia banyak kehilangan warisan 
budaya bawah airnya akibat tindakan illegal. Tindakan tersebut terjadi karena 
lemahnya peraturan nasional di Indonesia. Kelemahan tersebut berupa tidak 
adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenahi 
perlindungan warisan budaya bawah air serta adanya tumpang tindih 
kewenangan antara instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintah. 
Peraturan yang ada saat ini hanya sebatas peraturan mengenahi cagar budaya 
secara umum, sehingga memberikan ketidakpastian hukum terhadap warisan 
budaya bawah air tersebut. Sedangkan ancaman dari luar negeri yaitu adanya 
pemburu harta karun yang memanfaatkan kelemahan Indonesia untuk 
“mencuri” warisan budaya bawah air Indonesia. Untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan peraturan yang berlaku 
secara sui generis , sehingga setiap negara harus saling membantu untuk 
melindungi warisan budaya bawah air. 








Indonesia as a country that has a lot of underwater cultural heritage. But 
now, the underwater cultural heritage is currently under threat. The threat 
comes from inside and outside the country. Domestic threats because of the 
inability of Indonesia to preserve underwater cultural heritage that has 
significance for the history of mankind. Indonesia has lost underwater cultural 
heritage due to illegal activity. Weakness in the form of no law that 
specifically regulates the protection of underwater cultural heritage, as well as 
the overlap of authority between agencies and government institutions. 
Regulation on cultural heritage in general, thus providing legal uncertainly to 
the underater cultural heritage. While the threat from aboard is a treasure 
hunter who exploit the weaknesses of Indonesia to “steal” the underwater 
cultural heritage of Indonesia. To slove these problems, necessary regulation 
are sui generis, so every country should help each other to protection 
underwater cultural heritage 









 A. Pendahuluan 
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak keunggulan, salah 
satunya yaitu letaknya yang pada jalur persilangan lalu lintas perdagangan 
dunia. Hal itu membuat padatnya jalur perdagangan maritim di kawasan Asia 
Tenggara yang dimulai sejak jaman sebelum penjajahan. Banyak pedagang-
pedagang asing yang melakukan perdagangan atau sekedar singgah di 
Indonesia. Besarnya arus perdagangan dan kondisi lingkungan ditambah 
dengan dinamika perkembangan politik menyebabkan banyak kapal-kapal 
dagang tersebut yang tenggelam di tepi pantai atau tengah samudera.
1
 
Tenggelamnya kapal tersebut disebabkan karena adanya unsur kesengajaan 
dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan disebabkan adanya 
penyerangan kapal dagang yang tidak mau bersandar atau membayar pajak 
pelayaran (upeti) di kerajaan yang dilalui, sebagai contohnya adalah kapal-
kapal Cina yang melalui Kerajaan Melayu, Aceh, dan Sriwijaya. Unsur 
ketidaksengajaan disebabkan oleh faktor cuaca yang buruk seperti badai laut, 
terhantam karang penghalang atau bocornya kapal muatan.
2
 
Kapal yang tenggelam tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi 
karena dahulunya berisi barang dagangan yang berkualitas dan memiliki nilai 
jual yang tinggi. Hal itu membuat perburuan harta karun di Nusantara semakin 
marak. Warisan Budaya Bawah air juga termasuk dalam benda Cagar Budaya 
yang merupakan warisan bersama umat manusia. Benda cagar budaya yang 
telah dimasukkan dalam daftar warisan dunia diartikan sebagai peninggalan 
masa lampau di seluruh penjuru bumi yang dapat disaksikan hari ini untuk 
diwariskan kepada anak-cucu di masa depan sebagai kekayaan tak tergantikan 
                                                          
1 Nastiti, Titi Surti, Pasar DI Jawa Pada Masa mataram Kuna Abad VII – IX Masehi, PT. Dunia 
Pustaka Jaya, Jakarta, 2005, hal 13. 
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 Sumber www.mari.ac.id diakses pada tanggal 16 Mei 2012 
di muka bumi, warisan dunia juga merupakan peninggalan alam dan budaya 
yang menjadi sumber kehidupan dan inspirasi bagi manusia.
3
 
Kondisi ini memaksa pemerintah tentang perlu adanya perlindungan dan 
penanganan yang sangat ketat di lokasi yang telah ditemukan. Namun sejauh 
ini, pemerintah Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam upaya 
melindungi benda warisan budaya bawah air di wilayahnya. Kendala-kendala 
tersebut diantaranya terbatasnya teknologi yang dimiliki, kurangnya sumber 
daya manusia yang memadahi, kurangnya informasi mengenahi warisan 
budaya bawah air dan juga keterbatasan dana yang di alokasikan untuk 
keperluan perlindungan warisan budaya bawah air. Hal lain yang juga menjadi 
kendala adala saling tumpang tindihnya peraturan nasional Indonesia sehingga 
menyebabkan benturan kepentingan antara instansi dan lembaga-lembaga 
negara. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya masih 
belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan warisan budaya bawah 
air ini. Bahkan sampai saat ini, undang-undang tersebut belum memiliki 
peraturan pelaksana. 
Dalam hukum internasional terdapat sebuah konvensi yang mengatur 
tentang perlindungan warisan budaya bawah air yaitu Convention On The 
Protection of Underwater Cultural Heritage 2001 UNESCO.Konvensi 
tersebut menawarkan suatu satandar internasional yang tinggi untuk 
perlindungan warisan budaya bawah air. Konvensi tersebut terdiri atas 
kerangka hukum yang komprehensif dan aturan perlindungan melalui upaya 
hukum, administratif, dan operasional yang sebaiknya diadopsi oleh negara-
negara pihak bedasarkan kemampuan masing-masing. Sampai saat ini 
Indonesia belum juga meratifikasi dengan berbagai pertimbangan. Berbagai 
faktor yang dipertimbangkan adalah luasnya wilayah perairan, sangat 
banyaknya artefak, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani 
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 Nagaoka, Manasori, Konvensi UNESCO Tahun 2001Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air, 
disajikan dalam Seminar dan Pameran Warisan Bawah Air, UNESCO, di Auditorium Gedung 
Baru museum Nasional di Jakarta, 4 Agustus 2010. 
situs bawah air dan masih diperlukannya dana untuk kesejahteraan rakyat, 
termasuk untuk melestarikan warisan budaya bangsa.
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Untuk inilah penulis merasa bahwa perlunya melakukan penelitian hukum 
mengenai ketentuan-ketentuan internasional dan kaidah-kaidah internasional 
juga peraturan-peraturan dan kaidah nasional yang mengatur tentang 
perlindungan warisan budaya bawah air Indonesia. Berdasarkan latar belakang 
tersebut penulis memilih judul Urgensi Untuk Meratifikasi Convention On 
The Protection Of Underwater Cultural Heritage  Tahun 2001 Bagi 
Indonesia Dalam Upaya Melindungi Warisan Budaya Bawah Air Di 
Perairan Kepulauan Indonesia. 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
diangkat adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana status hukum benda warisan budaya bawah air menurut  
Hukum Internasional? 
2. Bagaimana sinkronisasi Convention on The Protection of Underwater 
Cultural Heritage Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Benda Cagar Budaya? 
3. Apa manfaat Pemerintah Indonesia bila  meratifikasi Convention on The 
Protection of Underwater Cultural Heritage Tahun 2001 UNESCO 
ditinjau dari perspektif  kepentingan nasional? 
 
C. Metode 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif 
2. Jenis Pendekatan 
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 Mulyadi Purwanto, Indonesia Belum Perlu Meratifikasi Cagar Budaya Bawah Air, 2010, Era 
Baru News (online), http://erabarunews.co.id/  Diakses 27 April 2012. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 
Undang-Undang (statute approach) yaitu dengan meneliti berbagai aturan 
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
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3. Bahan dan Cara Pengumpulan Bahan Hukum 
Ada 3 (tiga) Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam karya ilmiah 
ini, diantaranya: 
1. Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
a) Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage 
2001 
b) United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 
c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 
d) Keppres Nomor 43 tahun 1989 Tentang Panitia Nasional 
Pengangkatan dn Pemanfaatan Benda berharga Asal Muatan Kapal 
Yang Tenggelam. 
2. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 
buku dan jurnal-jurnal internasional tentang tanggungjawab negara, 
perlindungan dan tetang Warisan Budaya Bawah Air. 
3. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, seperti kamus hukum, website, ensiklopedia dan lain-lain. 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka 
terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, serta menggunakan 
studi dokumnetasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
warisan budaya bawah air Indonesia. 
4. Analisis Bahan Hukum 
                                                          
5
 Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum normatif, Bayu Media, Malang, 2007, 
hal 306 
 
Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan , menganalisis 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah terkumpul. Hasil 
kajian dan analisis tersebut dihubungkan untuk kemudian disajikan dalam 
sebuah penulisan yang sistematis. 
 
D. Pembahasan 
1. Status Hukum Benda Warisan Budaya Bawah Air Menurut Hukum 
Internasional 
Benda cagar budaya merupakan benda yang dibagikan, dipelajari, 
berbentuk simbolis, diturunkan turun temurun, serta dapat menyesuaikan diri 
dan berintegrasi dari masa ke masa. Dalam pengertian yang luas, warisan 
budaya diartikan sebagai benda-benda artistik, sastra, arsitektural, bersejarah, 
arkeologikal, etnologikal, pengetahuan atau teknologi baik bergerak dan tidak 
bergerak yang mewujudkan nilai suatu bangsa.
6
 Sementara Cagar Budaya 
adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 
Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7
  
Pasal 1 Konvensi 2001 UNESCO mengenahi perlindungan warisan 
budaya bawah air yaitu Convention On The Protection Of Underwater 
Cultural Heritage menyebutkan beberapa syarat sebuah benda dapat 
dikategorikan sebagai warisan budaya bawah air, yaitu: 
1. Situs, struktur, bangunan, artefak dan sisa-sisa manusia, bersama-sama 
dengan konteks arkeoligi dan alam. 
2. Kapal, pesawat terbang, kendaraan lain atau bagiannya, kargo atau isi 
lainnya. 
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 Sammeng, Andi Mappi, 1997, Balancing Tourism Development and Heritage Conservation 
(online), hal 76. http://www.hbp.usm.my/conservation/MainConservation.html, (10 Oktober 2011) 
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 Konsideran Udang-Undang  Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
3. Objek karakter prasejarah. 
Konvensi ini menyatakan bahwa warisan budaya bawah air sebagai bagian 
integral dari warisan budaya kemanusiaan dan elmen penting dalam sejarah 
masyarakat, bangsa, dan hubungan mereka satu sama lain. Dalam perundang-
undangan Indonesia,  kekayaan budaya dunia atau biasa disebut sebagai benda 
cagar budaya dapat di istilahkan dalam 2 (dua) macam, yaitu tangible dan 
intangible. Intangible cultural hertigae merupakan benda budaya yang tidak 
dapat disentuh karena bukan merupakan benda berwujud. Sedangkan tangible 
cultural heritage, merupakan kekayaan budaya dunia yang berupa benda 
berwujud, kongkrit dan dapat disentuh. Kekayaan budaya inilah yang menjadi 
pembahasan dalam tulisan ini. Semua hal diatas meurpakan kekayaan budaya 
yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (world heritage). 
 
2. Sinkronisasi Convention On The Protection Of Undwerwater Cultural 
heritage 2001 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage 2001 I 
merupakan salah satu instrument internasional yang memiliki instrument yang 
lengkap. Karena Konvensi tahun 2001 menetapkan standar yang tinggi untuk 
perlindungan warisan budaya bawah air yang akan menjadi umum bagi semua 
Negara Pihak. Sedangkan untuk peraturan nasional, Indonesia memiliki 
Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor  5 tahun 1992 Tentang Cagar Budaya. Peraturan 
mengenahi warisan budaya bawah air baik peraturan perundang – undangan 
nasional maupun peraturan internasional pada dasarnya memiliki hubungan 
yang erat. Sudah selayaknya peraturan nasional harus memperhatikan 
kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah ada. Berikut penulis 
membandingkan antara Convention on The protection Of Underwater 







a. Mengakui bahwa 
warisan budaya bawah 
air merupakan bagian 
dari warisan budaya 
kemanusiaan dan juga 
elemen penting dalam 
sejarah masyarakat dan 
bangsa. 
a. Cagar Budaya 
merupakan kekayaan 
budaya bangsa sebagai 
wujud pemikiran dan 
perilaku kehidupan 














c. Kebutuhan untuk 
mengembangkan 
peraturan internasional 
terkait dengan warisan 
budaya bawah air. 
 
d. Adanya fakta bahwa 
warisan budaya bawah 





a. Benda cagar budaya 






b. Menyeimbangan aspek 
ideologis, akademis, 




Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar 
Budaya sudah tidak 
sesuai dengan 
perkembangan, 





teknologi yang tidak 
diimbangi dengan 
kesadaran yang baik 
 
Tujuan 




warisan budaya bawah 
air 
 
b. Menjamin dan 
memperkuat 
perlindungan warisan 
budaya bawah air 
 
c. Melestarikan warisan 




d. Melarang eksploitasi 
komersial 
a. Melestarikan warisan 
budaya bangsa dan 
warisan umat manusia. 
 
b. Meningkatkan harkat 
dan martabat bangsa 

















a. Negara peserta wajib 
melestarikan warisan 






a. Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 
memfasilitasi promosi 
Cagar Budaya yang 
dilakukan oleh setiap 
orang. 
 
b. Pemerintah brperan 
 
b. Negara peserta wajib 
bekerjasama dalam 
perlindungan warisan 
budaya bawah air. 
 
c. Menjamin akses untuk 
mengamati dokumen 
yang berkaitan dengan 
warisan bawah air, 





segala bentuk kegiatan 
yang berkaitan dengan 
benda cagar budaya. 
 
Kewenangan 
a. Negara para pihak 
memiliki hak eksklusif 
untuk mengatur dan 
melakukan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan 
dengan warisan bawah 
air di wilayah 
yurisdiksinya. 
 
b. Negara berhak 
melarang, mencegah 
interfensi setiap 
kegiatan yang berkaitan 
dengan warisan budaya 




a. Menetapkan norma, 




b. Pemerintah dan/ atau 
Pemerintah Daerah 
berhak menghentikan 
dan membatalkan ijin 
pemanfaatan cagar 
budaya. 
c. Melestarikan cagar 
budaya yang ada di 
daerah perbatasan atau 
yang berada diluar 
negeri. 
 
d. Menyusun dan 
menetapkan rencana 
Sejalan,  




dengan konvensi ini. 




a. Negara peserta wajib 




budaya bawah air 
sesuai konvensi ini, 





presentasi dari warisan 
tersebut. 
a. Setiap orang dilarang 
melakukan pencarian 
cagar budaya tanpa izin 
pemerintah. 
b. Setiap orang dapat 
berpartisipasi dalam 
mendaftarkan cagar 
budaya atau yang di 
duga cagar budaya. 
c. Setiap orang berhak 
mendapat dukungan 
teknis dari pemerintah 
atau pemerintah daerah 
berkaitan dengan 
pelestarian cagar 





Tabel diatas menunjukkan adanya beberapa aspek penting yang 
diperbandingkan antara Convention On The Protection Of Underwater 
Cultural Heritage dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010. Dari tabel 
diatas dapat dilihat bahwa antara konvensi dan undang – undang memiliki 
kesamaan dalam hal filosofi, latar belakang,tujuan, peran negara, kewenangan 
dan kerjasama. Berikut analisa dari setiap point: 
1. Filosofi, sesuai dengan ketentuan internasional, baik Konvensi maupun 
Undang-Undang mengakui bahwa warisan budaya bawah air dan cagar 
budaya merupakan warisan budaya dunia (world heritage). Pada Pasal 1 
Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2010 dijelaskan,Cagar Budaya adalah 
warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, 
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 
penetapan. Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa cagar 
budaya yang dimaksud dalam undang-undang juga termasuk warisan 
budaya bawah air yang dimaksud dalam konvensi. Sehingga pada 
dasarnya secara filosofis, objek pada kedua peraturan ini sama yaitu benda 
cagar budaya. 
2. Latar Belakang, Konvensi lebih menitik beratkan pada fakta bahwa 
banyaknya kegiatan-kegiatan illegal yang dapat mengganggu keberadaan 
warisan budaya bawah air. Kegiatan illegal  tersebut selain melanggar 
yurisdiksi negara juga akan menghilangkan nilai dari benda budaya itu 
sendiri. Sementara peraturan-peraturan mengenahi benda budaya yang ada 
belum bisa mengakomodir warisan budaya bawah air serta cenderung 
tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola pikir manusia. 
Sedangkan undang-undang melihat perlu adanya tindak lanjut terhadap 
keberadaan benda cagar budaya di Indonesia agar dapat meningkatkan 
kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Pasal 33 ayat 1. Undang-undang ini juga merupakan 
perubahan atas udang-undnag sebelumnya ( UU No. 5 Tahun 1992 ) yang 
sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman serta tuntutan hukum 
saai ini. Sehingga dalam kajian latar belakang, kedua peraturan ini 
memiliki kesamaan yang dapat di selaraskan. 
3. Tujuan, baik konvensi maupun undang-undang memiliki tujuan untuk 
mengangkat nilai dari benda cagar budaya. Hanya saja konvensi lebih 
menekankan untuk memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya 
bawah air baik dari segi peraturan atau norma maupun secara teknis. 
Karena pada dasarnya, konvensi menawarkan sebuah kerjasama 
internasional di bidang pelestarian warisan budaya bawah air terutama 
untuk negara-negara yang kurang mampu melakukan kewajiban untuk 
melestarikan warisan budaya secara maksimal. Hal tersebut sejalan dengan 
tujuan nasional Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat 
internasional. 
4. Peran Negara, Negara bertanggungjawab atas pelestarian warisan benda 
budaya yang terdapat di wilayahnya. Hal tersebut kemudian menimbulkan 
peran terhadap negara itu sendiri untuk ikut serta melestarikan benda 
budaya yang ada di wilayahnya. Konvensi menempatkan negara peserta 
sebagai jembatan untuk dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada 
pihak asing, dalam hal ini para pihak konvensi untuk mengintervensi 
segala hal yang berkaitan dengan warisan budaya bawah air. Namun 
intervensi yang di maksud adalah intervensi-intervensi yang terdapat 
dalam konvensi dan juga tidak bertentangan dengan peraturan nasional 
negara peserta. Sehingga negara peserta juga berperan sebagai pengawas 
terhadap intervensi tersebut. Tetapi undang-undang dalam hal ini 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kut serta dalam 
upaya pelestarian benda cagar budaya. 
5. Kewenangan, Konvensi tetap memberikan kewenangan kepada negara 
peserta untuk mengawasi dan menentukan segala bentuk kegiatan yang 
berada dalam yurisdiksinya. Hal tersebut dilakukan agar negara tidak 
kehilangan kedaulatan terhadap wilayahnya meskipun telah meratifikasi 
konvensi ini. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan yang tecantum 
dalam undang-undang yaitu, Menetapkan norma, standart, prosedur dan 
kriteria pelestarian cagar budaya. Hanya saja undang-undang 
menambahkan kewenangan terkait dengan pembagian kewenangan dengan 
pemerintah daerah. Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 yaitu masing-masing dan daerah provinsi dan 
daerah kabupaten/kota, pada pasal 2 ayat 1. Dalam hal daerah yang 
memiliki wilayah perairan khususnya perairan laut, juga diatur dalam 
beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang otonomi daerah No.32 
Tahun 2004. 
6. Kerjasama, Konvensi tahun 2001 pada intinya menawarkan suatu standart 
internasional yang tinggi untuk perlindungan warisan budaya bawah air. 
Setiap negara yang menjadi para pihak dalam konvensi ini, diwajibkan 
untuk saling bekerjasama baik dalam hal informasi, teknologi, dan 
pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan konvensi, bahwa 
undang-undang juga melakukan kerjasama dengan “setiap orang” dalam 
menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan benda cagar budaya. Pada 
pasal 1 Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, 
dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Dari penjelasan tersebut 
dapat dilihat bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk 
bekerjasama dengan semua pihak. Bahkan menurut penulis, kata-kata 
“setiap orang” dapat dimaknai setiap orang warga negara Indonesia dan 
setiap orang warga negara asing. 
 
3. Manfaat bagi Pemerintah Indonesia bila Meratifikasi Convention On 
The Protection Of Underwater Cultural Heritage 2001 Ditinjau dari 
Kepentingan Nasional. 
Di Indonesia terdapat banyak sekali titik-titik kapal tenggelam dengan 
perkiraan memuat barang – barang berharga. Diantara kapal-kapal tersebut 
ada yang dari Cina, Portugal dan Belanda dengan barang muatan berupa emas, 
perak, berlian, zamrud, batu berharga, porselin dan keramik.
8
 Sebagai negara yang 
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berdaulat, pemerintah Indonesia telah menetapkan seperangkat aturan hukum 
untuk mengendalikan, mengatur, dan menegakkan hukum di wilayah perairan 
yang berada dibawah yurisdiksi Indonesia. Peraturan-perturan yang berkaitan 
dengan benda cagar budaya diantaranya adalah Undang Nomor 11 tahun 2010 
tentang  Cagar Budaya yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, 
Keputusan Presiden No. 43 (Keppres 43) tentang Panitia Nasional 
Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal 
Tenggelam (PANNAS BMKT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 
1993 tentang peraturan pelaksana UU 11 tahun 2010. 
Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dikeluarkan, 
perundangan yang mengatur perihal benda cagar budaya mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2010 secara eksplisit mencantumkan pengaturan tentang tinggalan budaya 
bawah air, yang tidak ditemukan dalam undang-undang cagar budaya 
sebelumnya. Dalam pasal 26 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: 
1. Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, 
dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya; 
2. Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat dilakukan 
oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan 
di darat dan/atau di air; 
3. Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat 
dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan 
dan/atau penguasaan lokasi; 
4. Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga 
cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di 
darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan 
izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 
Sementara itu pasal 27 menyebutkan bahwa ‘ketentuan lebih lanjut 
mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur 
dalam peraturan pemerintah.” Namun sampai saat ini belum terdapat peraturan 
pemerintah yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut. Kegiatan 
pencarian dan pengangkatan tinggalan budaya bawah air seperti yang 
diamanatkan dalam undang-undang di atas telah dilakukan oleh para investor 
asing yang bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional. Selama ini 
keterlibatan investor dalam kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Panitia 
Nasional BMKT (Barang Muatan Kapal Tenggelam) melalui Peraturan 
Presiden No.19 tahun 2007. Namun tujuannya semata-mata untuk kepentingan 
komersial, maka yang diupayakan adalah mengangkat benda temuan 
sebanyak-banyaknya dan dalam kondisi baik.  
Hal itu tidak sesuai dengan amanat dalam pasal 26 ayat (3), yang 
tujuannya adalah penelitian, yang sudah tentu harus mengikuti kaidah 
penelitian arkeologi. Sehingga data yang dihasilkan dalam aktivitas yang 
dilakukan para investor tersebut menjadi tidak maksimal. Informasi yang 
didapat terbatas mengenai lokasi situs di dalam air (titik koordinat dan 
kedalamannya), jenis dan jumlah benda yang telah diangkat, dan biasanya 
dokumentasi selama proses pengangkatan. Sementara data tentang aspek-
aspek lain cenderung terabaikan, seperti konteks antar temuan di dalam 
himpunan temuan, dan konteks temuan dengan ekosistem di dasar laut. 
Tinggalan budaya bawah air dianggap temuan bernilai ekonomis tinggi, maka 
tidak mengherankan apabila benda-benda itu menarik minat banyak orang 
untuk memilikinya, sudah tentu dengan berbagai cara, baik ilegal maupun 
legal. Sejak tahun 2005, yaitu ketika mulai berdirinya Direktorat Peninggalan 
Bawah Air hingga saat ini, setidaknya tercatat 11 pelanggaran terkait dengan 
pengangkatan tinggalan budaya yang dilakukan tanpa izin atau pencurian di 
berbagai perairan di Indonesia. 
Selain bernilai ekonomis, yang utama dari peninggalan budaya bawah air 
ini adalah nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang sangat tinggi 
yang menyertai tinggalan itu. Namun sangat disayangkan bahwa tidak banyak 
masyarakat Indonesia yang mengetahui, menyadari, dan memahami tentang 
hal tersebut. Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam hal peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang warisan budaya bawah air. 
Dalam konsideran menimbang (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya, menyebutkan:“bahwa untuk mlestarikan cagar 
budaya, Negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan,, 
pengembangan, dan pemanfaatan.”9 
Dari penjelasan di atas, negara mempunyai kewajiban untuk melestarikan 
cagar budaya salah satunya dengan cara melindungi melindungi. Melindungi 
atau perlindungan sendiri adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari 
kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, 
Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
10
 Undang-
undang tersebut di atas juga kemudian didukung oleh peraturan pelaksana 
yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan 
Pelaksana UU No. 5 tahun 1992, yaitu “Untuk perlindungan dan/atau 
pelestarian benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, 
benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik bergerak maupun tidak 
bergerak, dan situs yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh 
Negara.”11 
Dari pasal-pasal yang sudah disebutkan di atas, Indonesia memiliki hak 
dan kekuasaan penuh atas segala macam benda cagar budaya yang berada di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dari peraturan-
peraturan yang sudah ada sepertinya belum bisa meminimalisir terjadinya 
pengrusakan, penjarahan, maupun pencurian terhadap warisan budaya bawah 
air ini. Adanya tumpang tindih peraturan membuat terbukannya celah 
kejahatan. Hal itu membuat adanya keterlibatan pihak asing maupun swasta 
dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan warisan budaya bawah air. 
Hal itu membuat Indonesia tidak memiliki kepastian hukum dalam hal 
perlindungan warisan budaya bawah air. 
Secara umum Indonesia membutuhkan sebuah tatanan hukum yang dapat 
membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan 
budaya bawah air. Masalah-masalah tersebut antara lain: 
1. Terbatasnya kapasitas dalam pengawasan dan pengendalian Benda Muatan 
Kapal tenggelam dan terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia jika dibandingkan dengan luas wilayah perairan Indonesia. 
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2. Fasilitas dan infrastruktur pendukung survey, pengangkatan dan 
penanganan pasca-pengangkatan yang tidak memadai. 
3. Ketidaan museum maritim untuk megakomodir berbagai warisan maritim 
termasuk Benda Muatan Kapal Tenggelam. 
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya warisan budaya 
bawah air 
5. Perlunya kerjasama internasional untuk melawan perburuan harta karun 
dan penjarahan. 
Pada poin B telah ditunjukkan perbandingan antara Undang-Undang 
tentang Cagar Budaya dengan konvensi UNESCO mengenahi Warisan 
Budaya Bawah Air. Dari beberapa aspek yang diperbandingkan dapat terlihat 
adanya harmonisasi antara keduanya. Aspek-aspek tersebut memiliki 
kesamaan prinsip yang dapat dijadikan satu menjadi sebuah peraturan yang 
lengkap. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, konvensi ini menawarkan 
kemudahan kepada Indonesia untuk dapat melindungi warisan budaya bawah 
air. Prinsip utama dalam Konvensi Tahun 2001 yaitu: 
1. Kewajiban untuk melestarikan warisan budaya bawah air 
2. Pelestarian in situ sebagai pilihan utama 
3. Tidak ada eksploitasi komersial 
4. Pelatihan dan berbagi informasi 
Pemanfaatan warisan budaya bawah air di Indonesia saat ini cenderung 
pada arah komersial. Hal itu dikarenakan Indonesia tidak memiliki teknologi 
dan sumberdaya ahli untuk dapat mengelola warisan budaya bawah airnya 
sendiri. Sehingga pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak asing 
untuk dapat memanfaatkan warisan bawah air tersebut. Perusahaan komersial 
seringkali tidak melakukan penelitian ilmiah dan dokumentasi yang 
seharusnya diadakan bagi para arkeolog, sejarawan dan ahli konservasi. 
Eksploitasi komersial tersebut menyebabkan kemungkinan hilang, hancur dan 
tersebarnya warisan bawah air. Dalam hal ini Konvensi mengajak setiap 
negara untuk magambil tindakan melawan perdagangan illegal benda budaya 
yang diambil dari bawah laut. 
Kerjasama yang ditawarkan oleh konvensi merupakan cara terbaik untuk 
memastikan perlindungan warisan budaya bawah air secara menyeluruh. 
Dengan meratifikasi konvensi ini, negara-negara peserta setuju melarang 
warga negara dan kapal-kapal mereka melakukan penjarahan warisan budaya 
bawah air dan meminta mereka untuk melaporkan temuan dan kegiatan yang 
sedang dilakukan. Sistem ini akan mempermudah pengambilan langkah 
bersama dan efektif untuk melawan perburuan harta dan pencurian yang 
terjadi di wilayah di luar yurisdiksi nasional garis pantai suatu negara tanpa 




Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas sebelumnya, 
maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
a. Warisan budaya bawah air atau disebut dengan benda cagar budaya bawah 
air termasuk dalam kategori world heritage atau warisan budaya dunia. 
Sehingga pemerintah Indonesia sebagai pemegang kedaulatan di wilayah 
perairan kepulauan Indonesia memiliki kewajiban serta hak-hak sesuai 
dengan peraturan internasional, baik yang berhubungan dengan wilayah 
perairan atau yang berkaitan dengan warisan budaya bawah air. Walaupun 
dalam hukum nasional sudah banyak peraturan yang mengatur mengenahi 
benda cagar budaya, namun belum ada undang-undang yang secara 
spesifik mengatur tentang warisan budaya bawah air. Bahkan banyak 
peraturan-peraturan di berbagai tingkatan yang salaing bertabrakan dan 
tumpang tindih satu dengan yang lainnya. 
b. Dari tabel dan analisa yang sudah penulis bahas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa antara Convention On The Protection Of 
Underwater Cltural Heritage dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2010 memiliki kesamaan visi dan misi. Kesamaan tersebut dapat dijumpai 
secara eksplisit maupun implisit. Konvensi tersebut lebih menawarkan 
suatu bentuk kerjasama secara berjangka, terpadu dan proporsional agar 
setiap negara yang memiliki kekayaan alam berupa warisan budaya bawah 
air dapat menjalankan hak dan kewenangannya dengan baik. 
c. Indonesia memiliki banyak kelemahan dalam hal perlindungan warisan 
budaya bawah air. Kelemahan tersebut diantaranya kelemahan di bidang 
teknologi, sember daya manusia, Informasi serta benturan kewenangan 
antar instansi pemerintah. Dalam Convention On The Protection Of 
Underwater Cltural Heritage terdapat 4 prinsip utama yang membuat 
Indonesia harus meratifikasi konvensi tersebut. Diantaranya kewajiban 
untuk melestarikan budaya bawah air, pelestarian in situ sebagai pilihan 
utama, tidak ada eksploitasi komersial dan pelatihan dan berbagi 
informasi. Untuk ini apabila Indoneisa meratifikasi konvensi tersebut, 
maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi.  
2. Saran 
Dari kesimpulan yang sudah penulis sampaikan diatas, maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 
Tahun 2010 dengan mengintegrasikan seluruh peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya bawah air, 
mengingat peraturan perundang-undangan yang ada masih mengalami 
tumpang tindih serta benturan antar peraturan. 
2. Karena antara Konvensi dengan undang-undang memiliki kesamaan atau 
sejalan. Maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenahi 
warisan budaya bawah air, Indoneisa perlu segera meratifikasi Convention 
On The Protection Of Underwater Cltural Heritage. 
3. Pemerintah harus segera membuat sebuah museum bahari untuk 
menampung seluruh warisan budaya bawah air yang mungkin sudah 
dilakukan pengangkatan. 
4. Pemerintah melalui kementerian terkait harus segera mencari lokasi 
warisan budaya bawah air dan secara bertahap menetapkannya sebagai 
situs cagar budaya. 
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